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1. Meningkatnya 

Penataan 

Managemen 

Perkantoran yang 

Efektif dan Efisien

Capaian Sakip 

Perangkat Daerah

50% 50%

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/ 

Kota

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

                  31.438.000 Meningkatnya Kualitas 

Perencanaan,Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkata Daerah

  Jumlah dokumen

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD yang disusun

Persentase 

Pemenuhan 

Penunjang 

Pelayanan 

Perkantoran

25% 25% 25% 25%

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

           11.297.250.758 Meningkatnya Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah

    Jumlah gaji dan

tunjangan ASN yang

dibayarkan, Jumlah Item 

Laporan Keuangan yang 

dibutuhkan.

25% 25% 50%

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah

                  30.000.000 Meningkatnya Administrasi 

Perangkat Daerah

   Jumlah item Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

dibutuhkan, Jumlah Alat Tulis 

Kantor yang dibutuhkan, 

Jumlah item Peralatan Rumah 

Tangga yang dibutuhkan, 

Jumlah Dokumen Penyediaan 

Bahan Logistik kantor

25% 25% 25% 25%

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

                330.580.000 Meningkatnya Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

    Jumlah Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapanya Yang 

Dibutuhkan, Jumlah Sepatu 

PDL Petugas Lapangan Yang 

Dibutuhkan

25% 25% 25% 25%

Administrasi Umum 

Perangkat Derah

                459.081.818 Meningkatnya Kualitas 

Administrasi Umum 

Perangkat Derah

    Jumlah item Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

dibutuhkan

25% 25% 25% 25%

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah.

                282.651.350 Meningkatnya Kualitas 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

    Jumlah Jumlah Pengadaan 

Mebel, Jumlah kendaraan 

dinas yang di branding, Jumlah 

Pengadaan BMD Yang Di 

Sediakan, Jumlah Website 

Yang Di Sediakan

Output
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25% 25% 25% 25%

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah.

             5.415.913.416 Meningkatnya Kualitas 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah.

    Jumlah Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik, Jumlah penyediaan 

jasa pegawai non ASN, Jumlah 

penyediaan jasa pengamanan 

khusus,Jumlah premi jaminan 

kecelakaan, Jumlah premi 

jaminan kematian, Jumlah 

premi jaminan kesehatan

25% 25% 25% 25%

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah.

                608.080.000 Meningkatnya Kualitas 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan

    Jumlah bahan bakar minyak 

yang di sediakan, Jumlah 

pembayaran pajak yang di 

sediakan, Jumlah Pemeliharaan 

kendaraan yang di sediakan

25% 25% 50%

Sosialisasi Penegakan 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali 

Kota 

                150.000.000 Meningkatnya Kinerja 

Penegakan 

PeraturanDaerah 

Kabupaten/Kota dan 

PeraturanBupati/Wali 

Kota

   Jumlah Kegiatan Sosialisasi 

Penegakan Peratuaran 

Daerah dan Peraturan 

Bupati.Walik Kota

50% 50%

Pengawasan atas 

Kepatuhan terhadap 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Bupati/Walikota

                100.000.000 Terlaksanya Pengawasan 

atas Kepatuhan terhadap 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Bupati/Walikota

  Jumlah Kegiatan 

Pengawasan atas Kepatuhan 

terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Walikota

50% 50%

Penanganan  atas  

Pelanggaran  Peraturan  

Daerah dan Peraturan 

Peraturan 

Bupati/Walikota

                450.000.000 Meninkatnya Kinerja 

Penegakan 

PeraturanDaerah 

Kabupaten/Kota dan 

PeraturanBupati/Wali 

Kota

  Jumlah Kegiatan 

Penanganan  atas  

Pelanggaran  Peraturan  

Daerah dan Peraturan 

Peraturan Bupati/Walikota

2. Program 

Peningkatan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum

Berkurangnya 

Pelanggaran 

Terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Peraturan 

Pelaksanaannya

Frekuensi 

Pembinaan, 

Pengawasan dan 

Penyuluhan 

Terhadap 

Masyarakat, 

Aparaturatau 

Badan Hukum



25% 25% 50%

Penindakan atas 

Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan 

Perkada melalui 

Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa 

dan Kerusuhan Massa.

                  70.199.700 Meningkatnya Kinerja 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 

1(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

   Jumlah Kegiatan 

Penindakan atas Gangguan 

Ketentraman dan Ketertiban 

Umum Berdasarkan Perda 

dan Perkada melalui 

Penertiban dan Penanganan 

Unjuk Rasa dan Kerusuhan 

Masa.

5.  Program 

Peningakatan 

Ketertiban 

Umum dan 

Ketentraman 

Masyarakat

Peningkatan Kapasitas 

SDM Satpol Polisi 

Pamong Praja dan 

Satuan Perlindungan 

Masyarakat  termasuk  

dalam  Pelaksanaan  

Tugas yang Bernuansa 

Hak Asasi Manusia

Kerjasama antar 

Lembaga dan Kemitraan 

dalam Teknik 

Pencegahan dan 

Penanganan Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Profesionalisme 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Satpol PP

Persentase 

anggota satpol 

pp yang dibina

50%50%

                579.800.000 

                  50.000.000 

Program 

Peningakatan 

Ketertiban 

Umum dan 

Ketentraman 

Masyarakat

Persentase kasus 

pelanggaran 

peraturan 

Perundang- 

undangan 

Daerah dan 

ketertiban 

umum yang 

tertangani

25% 25% 50%

50%

Pencegahan Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

melalui deteksi Dini, 

pembinaan dan 

penyuluhan, 

pelaksanaan patroli, 

pengamanan dan 

pengawalan.

Program 

Peningakatan 

Ketertiban 

Umum dan 

Ketentraman 

Masyarakat

50%

4. Jumlah 

pelaksanaan 

kerjasama, 

pengawasan, 

pencegahan dan 

penertiban 

terhadap asset 

daerah

Berkurangnya 

Gangguan 

Ketertiban Umum 

dan Ketentraman 

Masyarakat di 

Kabupaten 

Purwakarta

3.

Meningkatnya 

Pelayanan 

Ketertiban Umum 

dan Ketentraman 

Masyarakat di 

Kabupaten 

Purwakarta

Meningkatnya Kualitas 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umumdalam 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan 

Pencegahan Gangguan 

Ketentraman dan Ketertiban 

Umum melalui deteksi ini, 

pembinaan dan penyuluhan, 

pelaksanaan patroli, 

pengamanan dan 

pengawalan.

Meningkatnya Kinerja 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 

1(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

                  60.000.000 

Jumlah Kegiatan Kerjasama 

antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam Teknik 

Pencegahan dan 

Penanganan Gangguan 

Ketentraman dan Ketertiban 

Umum  

  

 

Meningkatnya Kinerja 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 

1(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan 

Peningkatan Kapasitas 

SDM Satuan Polisi Pamong 

praja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat 

termasuk dalam 

Pelaksanaan Tugas yang 

Bernuansa Hak Asasi 

Manusia



Meningkatnya Kinerja 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 

1(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Perlindungan Masyarakat 

Dalam Rangka Ketentraman 

&Ketertiban Umum

  6.                 175.000.000 

25%

Meningkatnya 

Perlindungan 

Masyarakat di 

Kabupaten 

Purwakarta

Persentase 

anggota 

Satlinmas yang 

dibina

Program 

Peningakatan 

Ketertiban 

Umum dan 

Ketentraman 

Masyarakat

Pemberdayaan 

Perlindungan 

Masyarakat dalam 

Rangka Ketentraman 

dan Ketertiban Umum
25% 50%

Purwakarta,    03 Januari 2022 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  

Kabupaten Purwakarta 
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